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PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

  : kaifa 

  : haula 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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  : māta 

  : rāmā  

  : qīla 

  : yamūtu 

4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu tā‟ marbūtah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan 

tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

    : raudah al-atfāl 

    : al-madīnah al-fādilah 

    : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

    : rabbanā 

    : najjainā 

: al-haqq 

: nu‟ima 

: „aduwwun  

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah((      

), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

   : „Alī (bukan „Aliyy atau A‟ly) 

   : „Arabī (bukan A‟rabiyy atau „Arabiy)  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال(alif lam 

ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).
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Contoh: 

   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

: al-falsafah 

: al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

   : ta‟murūna 

   : al-nau‟ 

: syai‟un 

   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Syarh al-Arba‟īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri‟āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

        dīnullāh       billāh  

Adapun tā‟marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

   : hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū  

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Swt.   : Subhanahu wa ta „ala 

Saw.   : Sallallahu „alaihi wa sallam 

as     : „alaihi al-salam 

H      : Hijrah

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd 
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M   : Masehi  

SM   : Sebelum Masehi 

I   : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w   : Wafat tahun 

QS …/…:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 

HR   : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Hasfin Putri Rejeki Sudir, 2022“ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap 

Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai” Skripsi Program 

Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen 

Pembimbing (I) H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag., Pembimbing 

(II) Sabbaruddin, S.HI., M.H  

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap 

Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana sistem pembagian waris dalam adat Manggarai dan untuk menjelaskan 

tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris adat Manggarai.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian Normatif Syar‟i yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam 

sebagai rujukan.  Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Golo Kempo, Kecamatan Sano 

Nggoang. Kabupaten Manggarai Barat NTT. Sumber data yang digunakan yaitu; 

Pertama, sumber data primer didapatkan dari informan toko adat, tokoh masyarakat 

dan masyarakat; Kedua, data sekunder didapatkan dari al-Quran, Hadis, jurnal dan 

Kompilasi Hukum Islam. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Selanjutya data diolah menggunakan teknik kualitatif 

deskriptif dan dianalisis menggunakan analisis induktif .  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, sistem pembagian waris dalam adat 

manggarai yaitu pembagian warisan hanya dibagikan kepada anak laki laki yang 

menjadi ahli waris utama. Memberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara 

wida (memberi secara sukarela). Pelaksanaan pembagian waris pembagian waris 

dalam adat manggarai tidaklah ditentukan pada saat pewaris meninggal dunia tapi 

dapat juga dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian waris dilakukan dengan 

beberapa pola yaitu pertama, melebihkan bagian kepada anak laki- laki tertua (Anak 

sulung). Kedua, Melebihkan bagian kepada anak laki-laki yang tungku cu (artinya 

anak laki laki yang menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan 

bapaknya. Ketiga diberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara wida atau 

hibah. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian waris secara adat yang 

identik dengan sistem kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 183 KHI  yaitu para 

ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah 

menyadari bagiannya masing-masing. Pembagian dengan metode ini para ahli 

warislah yang menentukan baik besar bagianya maupun cara pembagianya. Implikasi 

hukum dalam penelitian ini, adat dalam Hukum Islam dapat dijalankan dengan syarat 

adat tersebut berlaku umun dikalangan warga yang berada dalam lingkungan adat.  

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Waris, Adat Manggarai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Hukum waris yang diberlakukan dalam Hukum Adat Manggarai, anak 

perempuan bukanlah ahli waris dalam keluarganya. Anak perempuan hanya dapat 

menikmati harta peninggalan jika diberikan sebagai pemberian atau hibah. 

Kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada anak perempuan juga pada istri. Dalam 

adat Manggarai istri yang ditinggalkan pewaris tidak berhak atas harta warisan. Istri 

yang ditinggalkan pewaris hanya berhak memelihara harta pewaris selama ia masih 

dalam ikatan perkawinan yang sama. Namun jika ia menikah lagi maka penguasaan 

harta akan diserahkan kepada keluarga, anak laki -laki atau saudara laki-laki pewaris
1
.  

 Hukum Waris Adat Manggarai sudah dijalankan oleh masyarakat 

Manggarai sejak terbentuknya Manggarai pada abad ke 15 sebelum Portugis datang 

ke Nusantara. Dalam Hukum adat Manggarai yang berhak mendapatkan warisan 

adalah anak laki- laki sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak warisan. Ini 

disebabkan dalam adat Manggarai anak laki laki sejak kelahiran sudah ditetapkan 

untuk menjadi ahli waris orang tua nya sedangkan anak perempuan sudah ditetapkan 

untuk menjadi ata pe‟ang ( Orang luar).   

                                                           
1
 Wawancara via telepon kepada Bapak Ahmad Sudir selaku Pateng (Juru bicara adat) pada 

Tanggal 13/01/2022 Pukul 08.00 WITA 
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Ata pe‟ang (Orang luar) artinya anak perempuan kelak setelah menikah 

maka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan otomatis akan mendapatkan 

warisan bersama suaminya dari mertuanya.
2
 Hal ini diberlakukan agar anak 

perempuan tidak mendapat warisan dari dua sumber waris untuk menciptakan 

kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat adat Manggarai. Aturan waris adat ini 

diwariskan secara turun temurun dan seakan-akan mengharuskan setiap orang untuk 

menjalankanya sebagai suatu peraturan dan bagi yang tidak menjalankan seakan akan 

ia keluar dari aturan adat.   

Sistem pelaksanaan pembagian waris dalam adat Manggarai adakalanya 

dilakukan saat pewaris masih hidup dalam Islam ini dinamakan hibah, adakalanya 

dilakukan saat pewaris sudah meninggal dunia. Pembagian harta saat pewaris saat 

masih hidup dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara ahli waris akibat 

tidak ditentukan bagiannya masing masing terutama tanah yang merupakan objek 

waris utama masyarakat Manggarai
3
 Sistem waris adat manggarai masih dilestarikan 

oleh masyarakat manggarai hingga saat ini.  

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk 

masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada 

masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis 

keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem 

                                                           
 

2
 Among Yasinta “Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai di Desa 

Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai”(Universitas Nusa Cendana Kupang,2021), 

5 

 
3
 Wawancara via telepon kepada Bapak Suaib  Husen selaku Pemimpin  Adat Manggarai  

pada Tanggal 13/01/2022 Pukul 20.00 WITA 
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keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral
4
. Sistem 

kewarisan adat manggarai identik dengan sistem kekerabatan patrilineal. 

Sistem kekerabatan patrilineal yakni mengambil garis keturunan laki laki 

(Bapak). Hukum waris dalam persekutuan keturunan laki laki sebagai penerus 

keturunan dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya (Bapak) dan 

keturunan perempuan bukanlah penerus keturunan dan bukan sebagai ahli waris dari 

orang tuanya (Bapak). Selain Manggarai kekerabatan ini juga terjadi di Nias, Gayo, 

Batak ,  Lampung, Maluku dan Timur
5
 

Sistem kekerabatan matrilineal ditemukan pada pewarisan adat 

Minangkabau. Sumatra Barat.  Berdasarkan pada sistem keturunan yang ditarik dari 

garis ibu yaitu sistem pewarisan  Perempuan adalah keturunan penerusnya. akan 

tetapi ahli warisnya adalah semua anak, laki-laki dan perempuan yang berasal dari 

harta ibu
6
. Namun Selama ada anak perempuan maka anak laki laki tidak 

mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan. 

Perbedaan kewarisan adat manggarai yang menganut sistem patrilineal 

dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau yakni  

dalam adat Manggarai harta waris berasal dari garis laki laki( Bapak) dan menjadikan 

                                                           
 

4
 Suhrawardi, K. L Dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis),  

edisi ke - 2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 4 

 
5
  Poespasari Dwi Ellyne, Pemahaman sekitar Hukum Waris Adat di Indonesia, Edisi -1  

(Jakarta Timur, Prenadamedia Grup, 2018), 6 

 
6
 Putri, Ira Damayanti; Amelisca, Dhea; Nengsih, Sarfia. “Pewarisan menurut Hukum Waris 

Islam terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau”. Notaire, Volume. 2, No. 2, (13 Mei 

2019), 199 
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laki laki sebagai ahli waris. sedangkan dalam adat Minangkabau harta waris berasal 

dari harta ibu dan menjadikan anak perempuan sebagai ahli warisnya.   

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem 

hukum waris Adat, sistem Hukum waris Perdata Barat dan sistem hukum waris 

Islam..Hukum waris dalam Islam merupakan hukum yang mengatur tentang 

pemindahan kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) Mawaris, menentukan siapa 

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh para ahli 

waris serta tata cara pelaksanaan pembagian warisan7
.  

Semua sudah ditentukan agar terjadi keadilan di antara para ahli waris yang 

masih hidup. Al-Qur‟an menjelaskan bagian yang diterima sesuai kedudukan nasab 

terhadap pewaris, apakah berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, 

paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.
8
 

Ketentuan tentang praktik pembagian harta warisan yang terdapat dalam al- 

Qur‟an dan hadis sudah menjadi ketentuan hukum yang bersifat wajib dan maka 

wajib pulalah bagi setiap pribadi Muslim untuk melaksanakan. Kewajiban dalam 

memahami ilmu kewarisan Islam dalam mengamalkan sebuah ilmu kewarisan sesuatu 

hal yang harus dipenuhi, agar tidak terjadi perselisihan yang yang disebabkan 

                                                           
 

7
 Heri Khoiruddin, Keadilan Waris dalam Islam, Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam,  

Edisi -1 ( Jawa Barat, CV Jejak, 2018),14 

 
8
 Riki Setyobudi, Pandangan Masyarakat tentang Penjualan Harta Waris Sebelum dibagi, 

Skripsi (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2014), 34 
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masalah pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan 

dalam hubungan kekeluargaan kaum Muslim.
9
 

Al-Qur‟an Surah an-Nisa Ayat 7 telah menegaskan dengan jelas bahwa anak 

perempuan dan anak laki-laki memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang 

tuanya dan kerabatnya.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Pasal 176  

juga dijelaskan bahwa  

“Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang 

atau lebih maka bersama sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak 

perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua 

berbanding satu dengan anak perempuan10 

Sistem pembagian yang telah diuraikan diatas menarik bagi peneliti untuk 

meninjau lebih lanjut tentang sistem pembagian waris dalam adat Manggarai dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana sistem pembagian waris dalam adat Manggarai? 

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris 

dalam adat Manggarai ? 

  

                                                           
 

9
Suhrawardi, K. L Dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), 

Edisi- II (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 9 

 
10

Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia, Kementerian Agama, (Jakarta, 2018),90 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris  dalam adat Manggarai  

2. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian 

waris adat Manggarai 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau 

sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai 

bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus di bidang 

kewarisan. 

2. Manfaat Praktis  

 Manfaat praktis penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan agar dapat 

menambah informasi dan wawasan serta bacaan yang bermanfaat bagi aparat 

pemerintah dan masyarakat dalam rangka memahami pembagian waris Adat 

Manggarai.  

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan 

analisis kritis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian Studi di Fakultas 

Syari‟ah Prodi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri  Palopo.  
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E. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah rumusan mengenai kasus atau variabel yang 

akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris 

atau di lapangan yang dapat dialami. 
11

. Adapun kata pokok yang menjadi inti 

penelitian ini adalah sebagai berikut  

1.  Waris 

Waris dalam hukum Adat ialah proses meneruskan serta mengoperkan 

barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu 

angkatan manusia kepada keturunannya12 Waris dalam hukum Islam  dalam bahasa 

Arab adalah al-Mirast,yaitu bentuk mashdar(Infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-

irtsan-miiratsan.
13

. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya 

masing-masing
14

 

Waris dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ialah proses beralihnya  

harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan 

perkawinan dan kekeluargaan sedarah. 
15

 

                                                           
 

11
 Irwan, “Metode Penelitian Variable”, Jurnal Universitas Islam Indonesia, (2003), 16 

 
12

 Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. PT Citra Aditya Bakti, (2021). 

 
13

 Hartati, Sri & Nur Ilahi, Anisa. “Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 

Keluarga RT. 09 Sepinggan Raya Balikpapan Selatan)” Ulumul Syar‟i Vol  8 No. 2, (12 Juni 2020), 5 

https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.68 

 
14

 Kompilasi Hukum Islam, 91   

 
15

Meliala, Djaja S. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2018). 16 
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 Peneliti menyimpulkan  bahwa waris adalah proses beralihnya harta waris 

dari pewaris kepada ahli warisnya baik berupa benda berwujud dan yang tidak 

berwujud, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang 

di dapatkan  yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan perkawinan.  

2. Sistem Waris 

Sistem Waris Islam yaitu sistem hukum waris berdasarkan syariat Islam yang 

tertuang dalam ilmu faraid. Sistem waris adat adalah sistem kewarisan yang berlaku 

di lingkungan adat 

3. Adat 

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, 

norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu 

daerah
16

. Adat dalam Islam berasal dari kata adah‟ yang berarti kebiasaan atau 

praktik yang menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan 

individu maupun kelompok. Kata adah dalam hukum Islam merupakan sinonim dari 

kata urf yang didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh 

seseorang yang mempunyai akal sehat
17

 

4. Manggarai 

Manggarai merupakan bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia,yang 

mendiami bagian barat Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur . Daerah Manggarai ini 

                                                           
 

16
Salim, Munir. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat 

Adat Nusantara. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 6.No  (24 Mei 2018),: 

65-74. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866 

 
17

Rauf, Abd. “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”. TAHKIM, Volume 9, No. 1.( 

2017) 
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terbagi dalam tiga kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah 

dan Manggarai Barat.  

5.   Tinjauan Kompilasi Hukum Islam  

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber 

hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang meliputi bidang 

Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan. Dari ketiga bidang 

hukum ini, hanya Hukum Kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada 

ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang 

Undangan .  

Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum 

positif dengan perbedaan antara lainnya ialah Hukum Perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan 

berlaku pula bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Hukum 

Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan 

merupakan bagian penting dari Hukum Islam 
18

 

 

 

                                                           
 

18
 Iyan, Anugerah Purnama. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif 

Indonesia”. Lex Crimen, Volume. 6, No. 8. (2017) 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penellitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Yasinta Among, Skripsi 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris 

Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara 

Kabupaten Manggarai19” Hasil penelitian Menunjukan penyelesaian sengketa waris 

dalam adat Manggarai  menerapkan sistem  budaya lonto leok (Musyawarah) 

Perbedaan Penelitian yaitu peneliti lebih membahas tentang sistem pembagian waris.  

2. Wayan Resmini, Abdul sakban dan Havivi Indiryuni Jurnal, 2021. Yang 

Berjudul” Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan” Hasil   

penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat  manggarai  barat  menganut  asas  

patrilineal  dalam  pembagian  harta  warisan dimana   pembagian   harta   warisan   

lebih   banyak   untuk   anak   laki- laki,   sementara   anak  perempuan  tidak  berikan  

harta  warisan  karena  setelah  anak  perempuan  ini  menikah  maka akan  

mendapatkan  harta  warisan  yang  ada  pada  suaminya20. Perbedaan penelitian 

dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti membahas tentang sistem 

pembagian nya sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian harta 

warisan.  

                                                           
 

19
 Among Yasinta “Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa 

Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai”(Universitas Nusa Cendana Kupang,2021) 1 

 
20

 Wayan Resmini, Abdul Sakban dan Havivi Indryuni “ Hukum Adat Manggarai Barat dalam 

Penyelsaian Harta Warisan‟ CIVICUS  Universitas Muhamdiya Mataram, Volume. 9  No., 2  

September 2021), 78  
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3. Khairun Latif, Tesis 2020 yang berjudul “Pembagian harta warisan suku 

leuwerung Tinjauan perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa kalikur weikoro laleng 

kecamatan Banyusari kabupaten Lembata NTT)” Hasil penelitian menunjukan bahwa 

waris pada masyarakat leuwerung menganut sistem kekerabatan garis keturunan ayah 

(Patrilineal) yakni anak laki laki sedangkan anak perempuan dilepaskan dari  

kekerabatan orang tuanya sebab perkawinan sehingga hak mewarisi anak laki laki 

lebih memiliki hak lebih besar ketimbang anak perempuan walaupun secara adat anak 

perempuan mendapat sedikit yang biasa disebut hoba‟ ruta „ra.21 Sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian 

peneliti menjelaskan tentang Sistem Pembagian waris Adat Manggarai Tinjauan 

Kompilasi Hukum Islam  

B. Landasan Teori 

1.  Hukum Waris Adat 

a. Pengertian  Hukum Waris Adat 

Hukum Waris Adat di Indonesia bersifat pluralisme mengikuti ketentuan 

hukum adat pada suku-suku atau kelompok kelompok etnik yang ada. Ini disebabkan 

oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-

suku atau kelompok kelompok etnik. Hukum waris Adat adalah ketentuan ketentuan 

yang mengatur tentang cara penerusan dan pengoperan harta kekayaann dari pewaris 

                                                           
 

21
 Latif, Khairun.“Pembagian Harta Warisan Suku Leuwerung Tinjauan Prespektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Bayusari Kabupaten Lembata NTT)”, 

(Universitas Muhamaddiyah Jakarta ,2020),1 
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kepada ahli waris. Tata cara pengoperan harta waris dapat dimulai saat pewaris masih 

hidup atau setelah pewaris meninggal dunia  

b. Dasar Hukum Waris Adat 

Dasar berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam Pasal 131 I.S (Indische 

Staatsregeling)  Ayat 2 b (Staatsblad 1925 Nomor.415 juncto.577) termasuk  juga  

berlakunya hukum  waris  adat  yaitu  :  “Bagi  golongan  Indonesia asli  (Bumi  

putra), golongan  timur  asing  dan  bagian-bagian   dari   golongan   bangsa   

tersebut,   berlaku peraturan  hukum  yang  didasarkan  atas  agama  dan 

kebiasaannya22
 

c. Prinsip- Prinsip Hukum Waris Adat 

Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis 

keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli  waris maupun bagian harta 

peninggalan yang diwariskan baik yang material maupun immaterial.  Ada  tiga 

prinsip  pokok garis kekerabatan atau keturunan. Pertama,  Sistem Patrilineal, yaitu 

sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, 

didalam sistem ini kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan 

wanita di dalam pewarisan.
23

  

 Kedua, Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut 

garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini wanita lebih 

                                                           
 

22
 Pasal 137  IS   (Indische  Staatsregeling)   Ayat  2  b (Staatsblad 1925 Nomor. 415 Juncto. 

577) 

 
23

Wulansari Catarina Dewi, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung, Refika 

Aditama, 2010),74. 
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menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan
24

. Ketiga, 

Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 

orang tua atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan pria dan wanita 

tidak dibedakan atau disetarakan di dalam pewarisan. Pertalian darah dilihat dari 

kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan yang sama-sama 

penting bagi persekutuan bilateral. Golongan masyarakat yang meletakkan dasar-

dasar persamaan kedudukan antara suami dan istri di dalam keluarga. 
25

 

d. Sifat Hukum Waris Adat 

 Sifat Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip 

hukum Pertama. Harta  warisan  dalam  sistem  Hukum  Adat  tidak merupakan   

kesatuan     yang     dapat     dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak 

dapat  terbagi  atau  dapat  terbagi  tetapi  menurut jenis   macamnya   dan   

kepentingan   para   ahli waris Kedua, Hukum Waris Adat tidak mengenal asas 

legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana  diatur  dalam  hukum  waris  barat 

dan hukum waris Islam.  Ketiga Hukum  Waris  Adat  tidak  mengenal  adanya  hak 

bagi  ahli  waris  untuk  sewaktu-waktu  menuntut agar harta warisan segera 

dibagikan.
26

 

 

                                                           
 

24
Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia , Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu 

dan Islam, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994), 23 

 
25

 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 6. 

 
26

 Nasution, Adelina, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, al-Qadha : Jurnal Hukum 

Islam dan Perundang-Undangan, Volume 5., No. 1,   (3 Juni 2018), 25 

https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957  
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e. Sistem Pembagian 

Hukum   adat   tidak   mengenal   cara  pembagian dengan    perhitungan    

matematika (Angka), tetapi selalu   didasarkan   atau   pertimbangan   mengingat 

wujud    benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi kalau hukum  waris 

adat mengenal  asas  kesamaan  hak,  tidak  berarti  bahwa setiap   ahli  waris akan   

mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama,dengan nilai  harga  yang sama  

atau  menurut  banyaknya  bagian  yang  sudah ditentukan 

2. Hukum Waris Islam 

a. Pengertian Waris Islam 

Kewarisan berasal dari kata waris, menurut kamus umum Bahasa Indonesia 

waris berarti orang yang berhak menerima pusaka peninggalan orang yang telah 

meninggal.
27

 Kewarisan dalam hukum Islam disebut ilmu faraid atau juga disebut 

juga ilmu mawaris. al-Mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats yang berarti 

harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk untuk ahli warisnya. Sedangkan 

secara istilah  mawaris adalah ada disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian 

harta warisan kepada siapa saja yang berhak mendapatkanya. 

Kata faraid secara bahasa adalah bentuk jamak dari lafadz “ Faridhah” yang 

berarti “Mafrudhah” yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya)  

Secara istilah faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan ketentuan harta 

                                                           
 

27
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat 

Bahasa, 2008),1809. 
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pusaka bagi ahli waris.
28

. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171(a) hukum 

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya yang menjadi hak ahli waris
29

. 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu faraid atau ilmu 

mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang 

ditinggalkan, orang- orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut bagian 

masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan 

tersebut.  

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

ُ فِْ اوَْلََدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ يَ يِْْ  فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَ وْقَ اثْ نَ تَ يِْْ فَ لَ  هُُنَّ ثُ لثُاَ مَا يُ وْصِيْكُمُ اللّهّ
دُسُ مَِّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لوَ  تَ رَكَ  وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَُا النِّصْفُ  وَلَِبََ وَيْوِ لِكُلِّ  هُُمَا السُّ ن ْ وَاحِدٍ مِّ

وِ السُّ  وِ الث ُّلُثُ  فاَِنْ كَانَ لَو اِخْوَةٌ فَلِِمُِّ هُ فَلِِمُِّ ْْدِ وَلَدٌ  فاَِنْ لََّّْ يَكُنْ لَّو وَلَدٌ وَّوَرثِوَ ابََ وه دُسُ مِنْ بَ 
ؤكُُمْ وَ  ِ اِنَّ وَصِيَّةٍ ي ُّوْصِيْ بِِاَ اوَْ دَيْنٍ  اهبََۤ نَ اللّهّ ًْا  فَريِْضَةً مِّ رَبُ لَكُمْ نَ فْ ابَْ نَاۤؤكُُمْ لََ تَدْرُوْنَ ايَ ُّهُُمْ اقَ ْ

َ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا  اللّهّ
Terjemahnya: 

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 

dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 
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memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 

bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai 

anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah 

(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana 
30

 (Q.S an- Nisa : 

11) 

 

 

نَُّ وَلَدٌ  فَاِنْ كَانَ لََّنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّ  ا تَ ركَْنَ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ ازَْوَاجُكُمْ اِنْ لََّّْ يَكُنْ لََّّ
دِ وَصِيَّةٍ ي ُّوْصِيَْْ بِِاَ اوَْ دَيْنٍ  ْْ عُ مَِّا تَ ركَْتُمْ اِنْ لََّّْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ  فاَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلََّنَُّ الرُّب مِنْ بَ 

دِ وَصِيَّةٍ تُ وْصُوْنَ بِِاَ اوَْ دَيْنٍ  وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ ي ُّوْرَ  ْْ نْ بَ  لَةً وَلَدٌ فَ لَهُُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ مِّ ثُ كَله
لِكَ فَ هُُمْ اوَِ امْراَةٌَ وَّلَو اخٌَ  دُسُ  فاَِنْ كَانُ وْا اكَْثَ رَ مِنْ ذه هُُمَا السُّ ن ْ اوَْ اخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

ُ عَ  هُوَاللّهّ نَ اللهّ رَ مُضَاۤرٍّ  وَصِيَّةً مِّ ى بِِاَ اوَْ دَيْنٍ غَي ْ دِ وَصِيَّةٍ ي ُّوْصه ْْ لِيْمٌ شُركََاۤءُ فِِ الث ُّلُثِ مِنْ بَ 
 حَلِيْمٌ. 

Terjemahnya  

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka 

para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. 

Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.  Tetapi jika 

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan 
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setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun
31

.  

3. Rukun dan Syarat- Syarat Kewarisan 

a. Al-Muwaris ( Pewaris)  

Al-Muwarits adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan 

meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama 

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
32

.  Syaratnya al-Muwaris 

benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara takdir 

berdasarkan perkiraan.  

Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan 

bahwa seorang telah meninggal dunia. Mati hukmi ialah seorang yang secara yuridis 

melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti 

dalam kasus seseorang yang dinyatakan  hilang (mafqud) tanpa diketahui dimana dan 

bagaimana keadaanya, melalui keputusan hakim, setelah  melalui upaya-upaya 

tertentu ia dinyatakan meninggal sebagaimana keputusan hakim mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat.  

Mati Taqdiri yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia 

misalnya, karena ia ikut dalam medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah 

mengancam dirinya. Setelah sekian lama tidak diketahui kabar beritanya dan 
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melahirkan dugaan kuat telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

telah meninggal dunia.  

Menurut Amir Syafrudin, al-Mawaris adalah orang yang telah meninggal dunia 

dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. 

Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan 

mawaris
33

 

b. Al-waris (Ahli waris) 

Ahli waris adalah orang yang berhak memproleh pembagian harta warisan 

karena mempunyai satu dari tiga sebap yaitu ikatan nasab (Kekerabatan) ikatan 

perkawinan dan ikatan wala (memerdekakan hambah sahaya).
34

 Syaratnya sebagai 

berikut:  

1) Masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. 

2) Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris. 

3) Tidak tertutup oleh ahli waris utama. 

c. Tirkah (waris) 

Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. 

Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah 

dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang telah dibenarkan syara.
35
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4. Asas –Asas Kewarisan Islam 

Asas- asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari Ayat-Ayat hukum 

kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw. Asas-asas tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Asas Ijbari 

 “Ijbari” Secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu 

diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta 

seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. 

Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. 

Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada 

ahli warisnya. Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari peralihan 

harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu akan 

beralih. Ketentuan asas ijbari dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran 

Surah an-Nisa Ayat 7.  

b. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak 

kewarisan bersumber dari kedua bela pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan 

perempuan maupun keturunan laki laki. Asas bilateral ini secara tegas ditemui dalam 
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ketentuan al-Quran Surah an-Nisa Ayat, 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga 

berlaku untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu
36

. 

c. Asas individual 

Asal individual adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian 

yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagaian 

yang diproleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang 

telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur‟an 

surah an-Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris 

ditentukan secara individu. 

d. Asas keadilan berimbang 

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang 

diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan 

yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang 

sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing masing (kelak) dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab 

dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai 

dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus 
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dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-

anaknya memerlukan bantuan atau tidak.
37

 

e. Kewarisan akibat kematian 

Hukum waris dalam Islam memandang bahwa terjadinya peralihan hartanya 

semata-mata karena adanya kematian dengan perkataan lain harta seseorang tidak 

dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup peralihan 

harta tidak dapat dikatakan sebagai warisan.
38

 

5. Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam 

a. Hubungan pernikahan  

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi salah satu sebab 

saling mewarisi jika salah satu dari keduanya meninggal dunia.  Penyebab kewarisan 

karena pernikahan ini dijelaskan secara rinci dalam al-Qur‟an surah an-Nisa Ayat 12 

yaitu tentang perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya atau sebaliknya 

dengan bagian yang telah ditentukan, sesuai keberadaan anak keduanya. Untuk 

mempertegas mengenai hubungan pernikahan antara suami istri yang nantinya akan 

berimplikasi kepada sah atau tidaknya memperoleh bagian warisan, maka para ulama 

menetapkan beberapa ketentuan hubungan kewarisan suami istri dapat diberlakukan. 
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1) Perkawinan yang sah menurut hukum Islam 

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah syarat dan rukun 

perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang 

sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan 

rukun pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum 

kumpul (hubungan kelamin
39

 

2) Perkawinan  yang dianggap utuh 

Perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan 

dengan talak raj‟i, tapi masih dalam masa iddah. Akan tetapi, kalau istri habis masa 

iddah-nya, menurut ijma‟ keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan 

masing-masing
40

.  

b. Hubungan Nasab 

Nasab adalah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris 

yang disebabkan oleh kelahiran Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya 

seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Kekerabatan dalam syara‟ terbagi 

kepada 3 golongan yaitu:  

 Pertama. Furu anak keturunan (cabang) dari pewaris yaitu anak- laki, anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
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Kedua, Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya sih pewaris yaitu 

ayah ibu, kakek seterusnya keatas dan nenek seterusnya. Ketiga, Hawsyi yaitu 

keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis ke samping yaitu saudara 

perempuan sekandung ,saudara laki- laki sekandung, saudara laki-laki seayah, 

saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu 

c. Wala (Memerdekakan budak) 

Wala adalah pewarisan yang disebabkan karena jasa seseorang yang telah 

memerdekakan seorang hambah sahaya, kemudian hambah sahaya itu menjadi 

kaya.
41

 Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia orang yang 

memerdekakan berhak mendapatkan warisan. Warisan ini diperoleh apabila jika 

orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris dzawil arham atau suami 

istri.  

6. Penghalang Kewarisan   

Penghalang kewarisan adalah hal, keadaan atau pekerjaan yang 

menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan menjadi tidak 

mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan/ menghilangkan hak seseorang 

tersebut adat tiga yaitu:  

a. Pembunuhan 

Pembunuhan secara umum adalah suatu perbuatan dosa besar kufur yakni 

menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara masal 

dengan alat yang mematikan baik yang berbentuk materi atau pun yang non materi. 
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Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mendapatkan 

warisan adalah sabda Rasulullah saw., 

 الْمِيراَثِ شَيْءٌ  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: ليَْسَ للِْقَاتِلِ مِنَ 
Artinya: 

Rasulullah saw.,bersabda tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi 

(H.R An- Nasa'i) 

Hadits di atas, terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan 

menjadi penghalang kewarisan. Berdasarkan keterangan diatas: “Tidak ada waris 

sedikitpun bagi pembunuh”. Berdasarkan zhahir hadits tersebut, mencakup semua 

pembunuhan, sama saja orang yang melakukan pembunuhan karena hak atau 

pembunuhan karena tidak hak.  

b. Perbedaan agama 

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara 

ahli waris dan al-Muwarits, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. 

Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarriśnya beragama kristen.  Hal didasarkan 

pada hadis Nabi saw., 

  .رِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ لَ يرَِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولَ يَ 

Artinya:   

Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir 

tidak bisa mewarisi orang Muslim” (HR Bukhari dan Muslim)  

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir 

dan tidak juga sebaliknya. Yang artinya kewarisan terhalang oleh perbedaan agama. 

Menurut jumhur yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah 
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pada saat meninggalnya orang yang mewariskan. Dengan demikian apabila 

meninggal seorang Muslim, sedangkan orang yang akan menerima warisan tidak 

beragama Islam, maka ia terlarang terhadap warisan walaupun kemudian ia masuk 

Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.
42

 

c. Perbudakan  

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status 

kemanusiaanya tetapi karena status formalnya sebagai hambah sahaya. Mayoritas 

sepakat budak terhalang untuk menerima warisan karena dipandang tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum
43

, 

7. Golongan Ahli Waris 

Ahli waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang 

menyebabkan kewarisan, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan 

hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan 

kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak 

memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah. 
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a. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup 

dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, namun dapat dipastikan 

bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup 
44

 

b. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti 

diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli 

waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih 

diperselisihkan berbeda warga negara.   

c. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (mahjub) oleh ahli 

waris yang lebih dekat 

Menurut pasal 171 c Buku II KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat 

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 

waris.
45

 Di dalam al-Qur‟an yang mengatur tentang ahli waris dijelaskan dalam surat 

an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. 

Pembahasan mengenai klasifikasi ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari 

berbagai segi. Pertama, jenis kelamin; yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan 

perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan 

kelompok ahli waris karena pernikahan (suami atau istri). Ketiga, kelompok ahli 

waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian; kelompok ini dibagi menjadi dua 
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kelompok yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan ahli 

waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu. 

a. Dzawil Furud  

Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam 

keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas 

dalam al-Qur‟an. Mereka yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu 

dalam al-Qur‟an ada sebanyak delapan orang, ditambah dalam hadis Rasulullah, 

sehingga menjadi dua belas orang. Orang tersebut ialah: 

Anak perempuan tunggal, Ibu, Bapak, Duda, Janda, Saudara laki-laki 

(Dalam hal kalalah), Saudara laki-laki dan saudari bersyirkah, Saudari (Dalam hal 

kalalah), Cucu perempuan dari putra, Kakek, Nenek, Saudara seayah. Diantara kedua 

belas ahli waris di tersebut, sebagian ada yang berkedudukan sebagai dzawil furud 

dan ada yang berkedudukan bukan sebagai dzawil furud. Yang berkedudukan 

sebagai dzawil furud antara lain ibu, duda dan janda. Sedangkan yang kadangkala 

berkedudukan bukan sebagai dzawil furud antara lain anak perempuan, bapak, 

saudara laki-laki dan saudari (perempuan).
46

 

b. Ashabah 

Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, 

kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada dzawil furud), kadangkala tidak 

menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi terkadang menerima seluruh harta 
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(kalau tidak ada Dzawil furud). Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ashabah 

ini dapat digolongkan pada tiga macam 

1) Ashabah bin nafsi 

Yaitu kelompok ashabah dengan tanpa ditarik oleh ahli waris ashabah yang 

lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi kelompok ahli 

waris ashabah. Termasuk dalam kelompok ini adalah putra (anak laki-laki) cucu laki-

laki dari putra, saudara sekandung atau seayah dan sepaman 

2) Ashabah bil ghairi 

Yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris ashabah harus ditarik oleh 

ahli waris ashabah yang lain . Seperti anak perempuan (ditarik menjadi ashabah oleh 

anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.  

3) Ashabah ma‟al ghairi 

Yaitu ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama-bersama dengan yang 

lain. Misalnya saudara sekandung atau seayah karena bersama-sama putri 

c. Dzawil arham 

Dzawil arham atau dzul arham adalah orang-orang yang dihubungkan 

nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. 

Dalam patrilinealisme dzawil arham ini merupakan golongan ketiga. Pengertian ini 

khusus dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja, sebagai kebalikan 

dari pengertian ashabah yang khususnya dihubungkan dengan garis laki-laki.
47
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Dengan demikian pengertian lengkap dari dzawil arham dalam tradisi patrilinialisme 

ialah 

Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris, Bukan 

termasuk dzawil furud dan ashabah dan (sejenisnya), Arah hubungan yaitu, anggota 

keluarga perempuan dari garis bapak dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-

laki maupun perempuan) dan ahli waris yang termasuk dzawil arham ini tertutup 

selama masih ada kelompok dzawil furud dan ashabah 

Golongan dzawil arham ini dipilah-pilah menurut hubungan nasabnya dengan 

pewaris oleh Fatchurrahman ialah 

1) Cucu dari putri  

2) Anak cucu perempuan dari putra. 

Hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris  

1) Bapak dari ibu dan kakak dari putra  

2) Ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu.  

Hubungan ke samping atau keturunan orang tua pewaris  

1) Anak saudara sekandung, seayah atau seibu 

2) Putri saudanasab ra kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah  

3) Putri dari putra saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah  

4) Putra saudara seibu 

Ahli waris yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak ibu pewaris 

1) Saudara ayah seibu, saudari bapak, saudari ibu, dan saudari ibu sekandung atau 

seayah atau seibu b)  
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2) Anak dari orang-orang (a)  

3) Saudara bapak dari ayah yang seibu, saudari ayah serta saudari ibu dan saudari 

ibu dari bapak sekandung atau sebapak atau seibu  

4) Anak-anak orang yang disebutkan (b) 

5)  Saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya 

yang seibu  

6) Anak-anak orang-orang yang tersebut (e)
48

 

8. Bagian Ahli Waris  

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur‟an hanya ada enam, yaitu: ½, ¼, 

1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Jumlah ketentuan hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam 

a. Hak anak Laki laki dan perempuan 

1) Anak perempuan tunggal mendapatkan ½  

2) Anak perempuan 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3 

3) Anak perempuan bila bersama anak laki laki, bagian satu anak laki laki sama 

dengan bagian 2 anak perempuan
49

 

b. Hak Ayah dan Ibu 

1) Ayah mendapatkan ½ bila pewaris tidak meninggalkan anak 

2) Ayah mendapatkan ¼ bila pewaris meninggalkan anak 

3) Ibu mendapatkan 1/6 apabila ada anak dan dua saudara atau lebih 
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4) Ibu mendapat 1/3 apabila tidak ada anak dan dua saudara atau lebih sesudah 

diambil oleh janda atau duda
50

 

d. Janda dan Duda 

1) Janda mendapat 1/4 apabila pewaris tidak meninggalkan anak 

2) Janda mendapatkan 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak 

3) Duda mendapatkan ½ apabila pewaris tidak meninggalkan anak  

4) Duda mendapatkan 1/4 apabila pewaris meninggalkan anak
51

 

e. Saudara 

1) Saudara laki laki dan perempuan seibu masing masing mendapatkan 1/6 apabilah 

pewaris tidak meninggalkan anak 

2) Saudara laki laki dan perempuan seibu apabila lebih dari dua orang atau lebih 

maka bersama sama mendapatkan 2/3  

3) Saudara perempuan sekandung dan seayah ½ apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak dan ayah. Apabila lebih dari dua orang  bersama sama dalam 

2/3  

4) Saudara perempuan sekandung dan seayah apabila bersama dengan saudara laki 

laki sekandung dan seayah maka bagian maka bagian saudara laki laki sama 

dengan bagian dua saudara perempuan sekandung dan seayah
52

 

3. Adat Manggarai  
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Berbicara tentang manggarai sebagai suatu bagian dari kebudayaan, perlu 

adanya upaya penelusuran sejarah, makna di balik nama dan nilai-nilai budaya yang 

hidup masyarakatnya. Pemaknaan dan panggilan historis sebuah identitas, nilai 

budaya menjadi hal yang sangat signifikan untuk menemukan dan memahami asal-

usul, jati diri dan kekhasan dari masyarakat di mana kebudayaan itu bertumbuh dan 

berkembang. Penelusuran historisitas nama Manggarai dan panggalian nilai-nilai 

budaya bersumber pada beberapa 

Sistem peralihan harta warisan menurut hukum adat Manggarai adalah cara 

bagaimana mengalihkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pewaris terhadap 

harta miliknya kepada ahli waris diatur menurut hukum waris adat Manggarai. 

Dalam hukum adat Manggarai, kedudukan laki-laki adalah sebagai ahli waris karena 

mengandung sistem patrilineal. Kata patrilineal berasal dari dua kata dari bahasa 

Latin, yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis. 

Sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan 

berasal dari pihak ayah . Kata ini seringkali disamakan dengan patriarki atau 

patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sedangkan perempuan tidak 

berhak mendapatkan warisan sepanjang tidak menentukan lain, kecuali ahli waris 

secara suka rela memberikan satu atau beberapa harta warisan dengan cara wida 

(bahasa Manggarai) yang artinya pemberian secara sukarela. Itu pun harus membuat 

suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan, tetapi untuk sekarang perjanjian lisan 

jarang digunakan ketika ada peristiwa hukum seperti itu. Hal ini untuk lebih aman 

harus menggunakan perjanjian secara tertulis. Kalau jaman dahulu sering 
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menggunakan perjanjian secara lisan saja ketika ada pemberian sukarela semacam 

tersebut di atas. 

Menurut hukum adat Manggarai ata one adalah sebutan untuk (laki-laki) dan 

ata peang sebutan bagi (perempuan) dalam ungkapan itu mempunyai arti perbedaan 

status dan peran perempuan sebagai ata peang dan laki-laki sebagai ata one hal ini 

bisa dilihat dalam ungkapan “weta wai deu, nara lami tana” yang berarti saudara 

perempuan nikah keluar laki-laki jaga tanah 

Perempuan menurut budaya Manggarai adalah orang luar. Orang luar artinya 

dimana ketika seorang perempuan sudah menikah, maka otomatis dia mengikuti 

suaminya dan suaminya dan mendapatkan harta warisan dari mertuanya. Secara 

umum peralihan harta warisan menurut hukum adat Manggarai harus dilakukan 

sebelum pewarisnya meninggal dunia.  

Hal ini salah satu dalilnya adalah untuk menghindari terjadinya konflik antara 

para ahli waris di kemudian hari akibat tidak ditentukan kepunyaan masing-masing 

terhadap harta warisan tersebut terutama tanah mengingat sebagian besar masyarakat 

Manggarai berpencaharian sebagai petani. Oleh karena itu sasaran utama sebagai 

lahan pencahariannya adalah tanah. Berbagai macam manfaat dari tanah, seperti 

menanam padi, jagung, cengkeh dan atau tanaman-tanaman lain.53 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah 

penelitian.
54

 Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah garis 

besar struktur yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. 

 Kerangka pikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Selain menjabarkan kerangka 

pikir dalam penelitian ini, peneliti juga menggambarkan skema dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Skema Kerangka Pikir 

 

  

 

 

Keterangan:  

Hukum waris adat adalah hukum mengatur tentang peralihan harta benda dari 

orang meninggal kepada yang masih hidup. Hukum waris adat yang ada di indonesia 
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sangat beraneka ragam tergantung dari daerahnya. Dalam kewarisan adat sangat 

dipengarugi oleh sistem yang berlaku di daerah setem. Adat adalah himpunan kaidah 

sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara‟ (Agama), kaidah-kaidah 

tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan 

warisan nenek moyangnya, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari 

tuhan.  

Menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi 

sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga 

dan keutuhan tali persaudaraan. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau 

pada kelompok kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan 

adat yang ada di daerahnya. Hal ini juga berlaku pada masyarakat manggarai yang 

masih memegang teguh pembagian waris menurut ketentuan adat yang berlaku turun   

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber 

hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang meliputi bidang.  

Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan.  Kompilasi hukum 

Islam merupakan produk Hukum Indonesia berlaku bagi pemeluk agama Islam dan 

merupakan bagian penting dari Hukum Islam  Kompilasi Hukum Islam mengatur 

semua aspek kewarisan baik tentang siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris 

maupun berapa bagian yang didapat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sebuah metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang 

tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu 

metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam 

mempelajari dan memahami suatu obyek yang diteliti.
55

 

A.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengolah data dengan cara 

mengamati secara langsung pada objek di lapangan. Data tersebut dikelola dan 

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat 

dan beberapa masyarakat yang terlibat aktif dalam menyelesaikan perkara pembagian 

warisan dalam adat manggarai 

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak 

dapat dihitung berupa variable atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti 

persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya.
56

 Terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif  yaitu suatu prosedur 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang 

dari  perilaku yang dapat diamat. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan normatif syar‟i, 

Yaitu Pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma aturan baik 

yang masih dalam bentuk nash maupun sudah menjadi produk pemikiran manusia. 

Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah meninjau sistem pembagian waris adat 

manggarai sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidaknya 

harus sesuai dengan syariat Islam.  

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian adalah tempat tempat penelitian dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan 

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian
57

.Lokasi penelitian terletak di 

Desa Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Nusa 

Tenggara Timur.  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah ditujukan kepada. tokoh adat, tokoh masyarakat 

dan beberapa masyarakat yang paham tentang masalah fenomena sistem pembagian 

kewarisan adat Manggarai 

E. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang 

diperoleh responden secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau 

informan.
58

.  Maka dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari pemaparan   tokoh 

adat, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang mengerti tentang penelitian 

peneliti   

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

sumber data Primer, yaitu al-Qur‟an dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

mencapai tujuan penelitian
59

. Instrumen penelitian merupakan kebutuhan dan 

pedoman untuk mengumpulkan data yang digunakan yakni wawancara maka 

instrumen yang diperlukan adalah kertas kerja dan lembaran atau catatan yang telah 

berisi poin pertanyaan yang akan ditanyakan dan handphon.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang benar akan 

menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi.
60

 

1. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang 

biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian 

(responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan 

informasi bagi keperluan data primer61
. 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang 

dilakukan secara tertulis tetapi pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh 

pewawancara yang merekam jawaban responden..  

2.  Observasi  

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti 

observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, 

kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-

hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis 

tercatat seperti catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan 

lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.
62

 

Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya 

dokumen baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang 

dihasil dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan penelitian 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik kualitatif 

deskriptif artinya data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan 

menggunakan teknik induktif yaitu suatu proses yang berawal dari proposisi khusus 

dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum. Cara ini yang 

dipergunakan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris adat manggarai 

Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

A. Deskripsi Data  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian  

Desa Golo Kempo berdiri pada Tahun 1968. Selama Tahun itu telah terjadi 

enam kali pergantian kepalah Desa. Kepala Desa yang pertama bernama Gabriel Man 

Tahun 1968 – 1988 , kepala Desa kedua bernama Rofinus Asor (1978 – 1988) kepala 

Desa ketiga Lukas Hasim  Tahun 1998 - 2006 Kepala Desa kelima Hendrikus himbur 

Tahun 2006- 2013  dan kepalah abdul malik untuk 2013 – 2019   Penduduk Desa 

Golo Kempo berasal  dari suku manggarai
63

.  

Berdasarkan data perhitungan luas wilayah Desa Golo Kempo 147 Ha yang 

terdiri dari pegunungan, Bukit dan Lembah. Desa Golo Kempo terbagi atas 4 dusun, 

6 Rw Dan 12 RT, dengan batas wilayah Desa Golo Kempo Sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Desa Poco Golo Kempo 

Sebelah Selatan  : Desa Nampar Macing, Desa Wae Sano 

Sebelah Timur  : Desa Poco Golo Kempo, Desa Nampar Macing 

Sebelah Barat : Desa Golo Mbu, Desa Wae Sano 
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Tabel 1.1 

Jumlah RT, RW dan Dusun Desa Golo Kempo 

Desa Golo Kempo RT RW 

Dusun Rambang I 

Dusun Rambang II 

Dusun Compang I 

Dusun Compang II 

2 

4 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

Jumlah 12 6 

b. Keadaaan Penduduk  

Jumlah Penduduk  Desa Golo Kempo dari Tahun ke Tahun selalu 

mengalami Peningkatan yang merata di setiap dusun.  Pada Tahun 2015 adalah 560 

Jiwa yang terdiri dari 285 jiwa dan Perempuan 275 Jiwa .Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Jumlah laki –laki lebih banyak dari perempuan . Penduduk Desa 

Golo Kempo terdiri dari suku Manggarai. Penduduk sebagian besar beragama katolik 

Sedangkan penduduk lainya beragama Islam
64

 

Tabel 1.2 

Agama Jumlah Presentase 

Islam 84 16% 

Katolik 471 84% 

Hindu - - 

Budha - - 
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2. Sekilas Tentang Manggarai  

Manggarai merupakan sebuah suku yang mendiami bagian barat Pulau 

Flores di Nusa Tenggara Timur. Daerah Manggarai ini terbagi dalam tiga kabupaten, 

yaitu kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat dengan 

jumlah populasinya sekitar 350.000 jiwa. 

 Daerah Manggarai berbatasan dengan provinsi Nusa Tenggara Barat di 

bagian sebelah barat, dengan dengan Sulawesi Selatan bagian utara, dengan 

Kabupaten Ngada di sebelah timurnya, dan dengan Kabupaten Sumba Barat juga 

Sumba Timur di sebelah selatannya 

Suku Manggarai mayoritas mengabdikan hidupnya untuk bercocok tanam di 

ladang dan sawah. Tanaman yang mereka tanam diantaranya adalah padi, ubi kayu, 

jagung, buah dan sayur. Selain itu, mereka juga beternak. Yaitu berupa hewan kerbau, 

sapi, kuda, babi, anjing, ayam, serta melaut. Pada umumnya masyarakat suku 

Manggarai memeluk agama Katolik. Manggarai pada Abad ke -11  menjadi wilayah 

perebutan antara Kesultanan Bima di Sumbawa  dan Kesultanan Gowa di Sulawesi 

untuk memperoleh penguasaan perdagangan.  

Kata Manggarai merujuk pada pengertian Manggarai dalam struktur 

genealogi genetika (berkaitan dengan asal usul nenek moyang) dan struktur genealogi 

linguistik (sejarah asal usul kata). Pertama, dalam penelusuran genealogi genetik, asal 

usul nenek moyang Manggarai sangat bervariasi, antara lain: disebutkan bahwa nenek 

moyang Orang Manggarai berasal dari suku Melayu-Minangkabau dan Sulawesi yang 

bermigrasi ke bagian barat Pulau Flores pada abad XVI dan XVII, bahkan dari 
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Taiwan sejak 2500 SM. Sebagian lain menyebutkan bahwa nenek moyang orang 

Manggarai berasal dari Mentawai.  

Konon, nama tempat di Manggarai Barat, Matawae (korupsi lidah atas kata 

Mentawai) merupakan tempat tinggal keturunan Orang Mentawai, Sumatera Barat. 

Yang lain lagi menyebutkan nenek moyang orang Manggarai berasal dari Sumbawa, 

suku Sasak. Mereka menempati wilayah Barat Daya Manggarai, dekat Nangalili yang 

disebut Orang Sesok (korupsi lidah atas kata Sasak). Temuan-temuan di atas 

merekonfirmasi konstruksi sosio-antropologik orang Manggarai yang bervariasi. Di 

antara beberapa suku di Pulau Flores, orang Manggarai memiliki ciri tubuh yang 

berbeda dari orang-orang Flores bagian tengah dan timur lainnya. Kedatangan 

bangsa-bangsa yang berbeda membentuk panorama pluralitas di Manggarai karena 

multikultur, multi agama dan multi etnik.
65

  

Islamisasi di Manggarai ditandai dengan masuknya kekuasaan raja kembar 

Gowa-Tallo yang kemudian bersekutu dengan Bima pada 1626. Sejarah Islamisasi 

bangsa-bangsa Makasar, Bugis dan Gowa-Tallo dimulai oleh para pedagang 

Minangkabau yang membawa serta dengan dua orang datuk (ulama). Pertama-tama 

mereka mengislamkan Raja Gowa (1605), yang kemudian diberi nama Sultan 

Alaudin. Kedua ulama (datuk) kemudian turut serta dalam ekspansi Raja Gowa-Tallo 

ke Bima dan berhasil mengislamkan Raja Bima, yang kemudian disebut Sultan Abdul 

Kadir pada 1616. Bagai sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui, Islamisasi atas 
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Bima dilakukan ketika ekspansi politik dan dagang rajaraja Makassar memasuki dan 

menguasai Bima dan Pulau Sumbawa seluruhnya.  

Kedua ulama, Dato ri Tiro dan Dato ri Bandang akhirnya meneruskan 

perjalanan bersama pasukan Gowa-Tallo ke wilayah Manggarai. Mereka menempati 

daerah-daerah seperti Labuan Bajo, Warloka, Reo, dan Pota. Dato ri Tiro berdakwah 

di wilayah pantai utara Manggarai, sedangkan Dato ri Tiro mengembangkan dakwah 

di wilayah selatan Manggarai. Alhasil, nama kedua datuk Minangkabau ini 

diabadikan menjadi nama tempat, yaitu Nanga Banda di wilayah Reo (Manggarai 

Utara) dan Dintor. (korupsi lidah) di Todo (Manggarai Selatan). Buah dakwah 

mereka menjadikan masyarakat wilayah pesisir mayoritas menganut agama Islam
66

.  

Orang Manggarai yang memilih hidup di pinggir pantai setelah melakukan 

perkawinan beda agama tidak sedikit berkonversi ke agama Islam, sisa-sisa kecil 

lainnya bertahan dengan agama tradisional mereka, animisme dan dinamisme. Upaya 

dakwah (Islamisasi) wilayah pedalaman tidak mengalami kemajuan yang signifikan. 

Dato ri Tiro misalnya mengembangkan dakwah ke wilayah Selatan Manggarai, 

Nanga Ramut dan wilayah pedalam Todo, tidak ada hasil yang signifikan, demikian 

juga Dato ri Bandang di wilayah kedaluan Cibal dan Lambaleda.  

Orang Manggarai yang menganut agama tradisional (animisme-dinamisme) 

tidak bisa melepaskan keterikatan mereka pada adat, terutama penggunaan hewan 

babi untuk segala keperluan adat, yang dalam agama Islam dianggap haram. Jadi, 
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selama tiga abad lebih (1626-1929), Islam berkuasa di wilayah pesisir Manggarai, 

namun tidak memengaruhi banyak hal kepada masyarakat pribumi yang menganut 

animisme dan dinamisme. Sampai dengan 1929, Bima harus melepaskan kantor 

pembantu Sultan Bima di Reo, Raja Naib15 dan dengan demikian, secara resmi 

menghentikan semua klaim kekuasaan Bima di negeri Nuca Lale. Hal ini tidak berarti 

bahwa orang-orang Bima dan Bugis Makassar meninggalkan wilayah Manggarai.  

memilih menetap dan hidup di Manggarai dengan segala konsekuensi seperti terjadi 

perkawinan campur dan karena itu pindah agama. 
67

 

Jika pada Orde Lama dan Orde Baru, pertumbuhan keagamaan Islam secara 

nasional kerap kali dihambat, maka pada Orde Reformasi, sejalan dengan sistem 

politik desentralisasi dan otonomi daerah, pertumbuhan dan perkembangan Islam di 

seluruh wilayah nusantara termasuk di wilayah Manggarai menjadi semakin dinamis. 

Penduduk asli Pulau Komodo misalnya pada 1930 mayoritas berasal dari wilayah 

Manggarai (47%) beragama dinamisme, animism dan Katolik, namun pada orde 

reformasi 90% penduduk Pulau Komodo terdiri dari orang Bima dan Bugis beragama 

Islam. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Muslim memiliki lembaga pendidikan 

keagamaan yang semakin memadai baik sekolah swasta maupun negeri. Sekolah-

sekolah negeri dimulai pada jenjang Taman Kanak-Kanak (Raudhatul Atfal) dan 

Madrasah (MIN, MTsN, MAN, dan MAKN), maupun sekolah-sekolah swasta di 

bawah organisasi Muhammadiyah..  
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B. PEMBAHASAN 

1. Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai 

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam 

tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat sangat dipengaruhi sistem yang 

berlaku di daerah setempat. Dalam kehidupan masyarakat Manggarai adanya 

pembentukan kerabat dari dua jalur yaitu jalur perkawinan dan jalur keturunan. 

Sistem kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting. 

Pembagian warisan dalam adat Manggarai  biasa di sebut patih mbante data 

tua artinya membagi harta orang tua. Proses pengalihan harta waris yang dilakukan 

masyarakat Manggarai di Desa Golo Kempo pada dasarnya lebih cenderung 

mengikuti sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis pertalian 

keturunan ayah. Pembagian waris dalam adat Manggarai berdasarkan asas 

kekeluargaan dan hasil musyawarah orang tua dan ahli waris       

 Sala satu kewajiban orang tua dalam kehidupan rumah tangga orang 

Manggarai sebelum meninggal dunia adalah membagi harta kepada anak- anaknya 

atau ahli warisnya.  Ini di lakukan untuk mencegah konflik antara ahli waris. 

 

a. Golongan Ahli Waris   

Golongan ahli waris menurut hukum adat manggarai biasa di sebut. 

Berdasarkan wawancara dengan Tua Golo (Pemimpin adat) Bapak Suaib Husen  

“ Dalam pembagian waris adat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo yang 

biasa dilakukan ahli waris pertama itu adalah anak yang kedua adalah istri. Namun 
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jika tidak memiliki anak dan istri maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 

saudara pewaris atau paman dan jika tidak ada paman maka yang berhak adalah 

keponakan atau anak dari saudara pewaris. Namun kedudukan saudara pewaris akan 

terhalang jika pewaris meninggal masih memiliki orang tua dan untuk istri atau janda 

juga mendapatkan warisan tergantung bagaimana kesepakatan ahli waris atau 

pewaris
68

 

Peneliti menyimpulkan bahwa, golongan ahli waris masyarakat manggarai di 

Desa Golo Kempo ada 5 kerabat yang berhak mendapatkan harta warisan dari si 

pewaris.  5 golongan tersebut adalah sebagai berikut;  

1) Anak  

2) Janda  

3) Orang tua pewaris yaitu Ayah dan Ibu 

4) Saudara pewaris (Paman) 

Orang yang tergolong sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki 

hubungan kekeluargaan tali perkawinan dan keturunan seperti anak, sudarah ayah 

ibu, keponakan dan Janda. Adapun ahli waris yang lebih dekat kekerabatanya dengan 

pewaris merupakan ahli waris utama. Kedudukan ahli waris utama akan menghalangi 

ahli waris lain yang berada dibawanya untuk mendapatkan bagian 

 Golongan pertama Anak merupakan ahli waris utama dalam adat 

Manggarai. Keberadaan anak menghalangi kerabat lain untuk mendapatkan harta 

warisan. Namun dalam adat manggarai kedudukan anak laki- laki lebih utama ketika 

ia bersama anak perempuan. Anak perempuan menjadi terhalang untuk mendapatkan 

warisan. Karena dalam adat manggarai anak perempuan merupakan ata peang ( 

                                                           
 

68
 Wawancara terhadapa Toko Adat Bapak Suaib Husen pada Tanggal 23 Maret 2022 



49 
 

 
 

Orang Luar). maksudnya adalah anak perempuan akan mendapatkan warisan bersama 

suaminya. 
69

 

Menurut penuturan tokoh adat dalam beberapa kondisi anak Perempuan 

bisa mendapatkan bagian harta dari orang tuanya, Pertama apabila saat pembagian 

warisan anak perempuan belum menikah maka ia diberikan bagian. Kedua. Ketika 

anak perempuan memiliki kekurangan harta di keluarga suaminya ia boleh meminta 

bagian kepada saudara laki-lakinya. Ketiga apabila pewaris hanya meninggalkan anak 

perempuan sebagai ahli waris maka yang menjadi ahli waris utama adalah anak 

perempuan tersebut
70

.  

Berbicara mengenai anak sebagai pewaris utama maka dikalangan 

masyarakat manggarai tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat 

memproleh warisan tapi juga anak tiri dan anak angkat. Anak tiri dalam perwarisan 

adat manggarai sebagaimana dalam Islam ia hanya dapat di warisi oleh ibunya saja 

dan anak angkat dalam adat manggarai juga mendapatkan bagian harta warisa 

sebagaimana anak sah 
71

 

Golongan Kedua adalah janda, dalam adat manggarai janda juga diakui 

sebagai ahli waris namun selama istri atau janda tersebut masih ikatan perkawinan 

yang sama atau ia tidak menikah lagi. Namun jika ia menikah lagi maka hak waris 

dan harta yang ada padanya akan dialihkan ke anaknya atau kerabat pewaris. Namun 
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apabila ia memiliki harta bawaan bukan harta bersama suaminya maka itu tetap 

menjadi haknya
72

.   

 Golongan Ketiga, Orang Tua ahli waris yaitu ayah dan ibu selanjutnya adalah 

orang tua juga merupakan ahli waris. Dalam hal ini apabilah ahli waris tidak memilik 

ketrurunan dan tidak terhalang oleh ahli waris lainya yang lebih dekat kedudukannya 

dengan pewaris.  

 Golongan Keempat Paman (Saudara) pewaris. Sudarah pewaris akan menjadi 

ahli waris jika yang meninggal tidak meninggalkan anak istri dan orang tua. Namun 

jika masih ada maka ia tidak memiliki hak bagian waris 

b. Bagian masing masing ahli waris  

Pembagian warisan dalam adat manggarai tidak memiliki aturan baku tentang 

jumlah bagian dari ahli waris. Masyarakat manggarai khususnya yang ada di Desa 

Golo Kempo lebih memilih membagi harta warisan secara musyawarah ataupun 

kekeluargaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak suaib husen mengatakan bahwa 

Bagian yang diperoleh jumlahnya tidaklah secara pasti akan tetapi, jika 

menurut satuan benda seperti Tanah, kebun, rumah, sawah dan hewan ternak. Pewaris 

pada masyarakat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo jarang memberikan 

warisan berupa uang maupun perhiasan kepada Ahli warisnya, yang banyak 

diwariskan adalah tanah, kebun, Rumah dan Ternak, hal ini karena sebagian besar 

masyarakat manggarai di Desa Golo Kempo  mayoritas mata pencahariannya adalah 

berkebun.  
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Perwarisan dalam hukum adat manggarai tidak mengenal sistem kuntitatif 

sebagaimana dalam hukum Islam. Dalam pewarisan adat manggarai lebih di kenal 

dengan sistem yang sifatnya kualitatif melalui beberapa pola yaitu  

1) Pola pertama yaitu melebihkan pembagian anak sulung,  

Alasanya karena ia merupakan anak tertua dan ia adalah pemegang mandat 

orang tua atau sebagai pengganti orang tua.  

2) Pola kedua yaitu melebihkan bagian anak yang Tungku cu.  

Tungku cu adalah Perkawinan antara anak saudara kandung perempuan 

dengan anak dari saudara kandung laki laki. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk 

menyambung atau mempererat hubungan kekeluargaan dari anak perempuan  dan 

anak laki-laki 
73

 

3) Memberikan Bagian keanak perempuan ketikan ia meminta  

4) Memberikan bagian kepada anak perempuan apabila ia belum menikah secara 

hibah atau dalam bahasa manggarai wida (Pemberian harta secara sukarela dari orang 

tua kepada anak perempuannya).  

 

c. Cara Pembagian dan Waktu Pelaksanaan 

Berbicara mengenai masalah warisan tidak terlepas dari pembahasan 

mengenai waktu pelaksanaan dan pembagian warisan dalam Islam pembagian 
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warisan baru dilakukan apabila si pewaris meninggal dunia dan telah bersih dari 

sangkutan pembiayaan dan utang piutang 

Adapun pembagian warisan pada masyarakat manggarai di Desa Golo Kempo 

kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT dilakukan dengan cara 

musyawara untuk mencapai kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga 

dan dilakukan secara kekeluargaaan tanpa melibatkan pemangku adat atau tokoh 

masyarakat lainya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama Bapak Ahmad sudir 

mengatakan bahwa  

Cara pembagian harta waris dalam adat manggarai khususnya di Desa Golo 

Kempo dilakukan dengan Cara Musyawarah yang dipimpin oleh anak tertua jika 

orang tua tidak ada. Harta yang ada dibagi secara rata harta sesuai kesepakatan 

bersama.  Contoh dalam satu keluarga memiliki 3 orang anak laki–laki dan 2 anak 

perempuan dan janda dan memiliki 4 bidang tanah maka empat bidang tanah tersebut 

dibagikan secara adil 3 bidang untuk tiga anak laki –laki dan satu bidang untuk janda 

atau istri dari pewaris. Namun jika salah satu anak laki – laki bertanggung jawab 

untuk kehidupan ibunya (janda) maka bagiannya dilebihkan Sedikit, Sedangkan 

untuk anak perempuan mereka tidak mendapatkan bagian. Namun Jika anak 

perempuan belum menikah saat pembagian maka bagian pun ada, tentu berdasarkan 

musyawarah anggota keluarga
74

 

 Peneliti Menyimpulkan bahwa, pada pembagian waris adat manggarai, 

pembagiannya dilakukan dengan melalui musyawara yang bagiannya tidak 

ditentukan secara kuantitatif tetapi dengan kualitatif . Sedangkan waktu pelaksanaan 

pewarisan atau dengan kata lain, beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidak di 

tentukan setelah wafatnya pewaris tapi proses perwarisan dapat dilakukan saat 

pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang sudah menjadi 
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kebiasaan masyarakat manggarai dimana pewaris sudah mengalihkan sebagai 

hartannya kepada ahli waris dengan melalui berbagai pertimbangan yaitu
75

 

1) Pada waktu si anak sudah dikawinkan maka akan dibagikan harta warisannya 

sebagai modal dalam kehidupan rumah tangga 

2) Pada waktu si pewaris lanjut usia dan memperkirakan bahwa umurnya tidak 

akan lama lagi, maka pewaris akan menentukan dan memberikan bagian masing-

masing ahli waris. 
76

 

Pembagian waris dengan pola tersebut sangat umum dilakukan dan sudah 

menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat manggarai 

khususnya di Desa Golo Kempo.  

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat 

Manggarai  

Unsur Normatif dan kontekstual adalah unsur yang sangat penting dalam 

hukum Islam. al –Qur‟an adalah sumber Utama hukum Islam. Al–Qur‟an memuat 

segala bentuk yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan berlaku sepanjang zaman. 

Al-Qur‟an menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas dalam ketentuan-

ketentuannya. Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan 

Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber 

sesudahnya (Sunnah dan Ijtihad) harus diacukan kepada al-Qur‟an. Khusus kaitannya 

dengan Hukum kewarisan dalam Islam. 
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Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-

Qur‟an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan 

mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi
77

. Walaupun dengan adanya al-Qur‟an 

dan Sunnah masih sangat diperlukan adanya ijtihad dalam beberapa hal karena masih 

sangat dibutuhkan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci.  

Menurut Sayuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu daerah 

tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, 

walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis 

pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku. Sistem kewarisan tidak hanya 

terdapat di dalam hukum Islam saja akan tetapi, di dalam hukum adat juga dibahas 

masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu
78

.  

Pengertian harta warisan menurut adat adalah menurut pengertian umum 

warisan bahwa semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal 

dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang 

tidak terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena 

telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta 

yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada 

para ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti 

kepemilikan mutlak perorangan tanpa fungsi sosial.  
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Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk 

Hukum Syara‟ (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan 

masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyangnya, bahkan 

seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan
79

. Menurut hukum adat suatu 

kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, 

masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. 

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh 

karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu 

sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif 

maupun mayorat dalam suatu hukum waris tidak perlu langsung menunjuk kepada 

bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku
80

.  

Sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam 

masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal. 

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris 

wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada 

warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat 

benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

bersama. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal kewarisan masih berada 

pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam 
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belum berlaku sebagaimana mestinya pada sebagian besar masyarakat yang beragama 

Islam. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok kelompok 

tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang ada di daerahnya.  

Masyarakat Manggarai memilki aturan sendiri dalam penyelesaian 

pembagian warisan yang tidak terlepas dari ketentuan hukum adat yang berlaku yakni 

hukum waris berdasarkan adat Manggarai. Hukum waris adat Manggarai ini berlaku 

umum di kalangan masyarakat yang berada dalam wilayah adat Manggarai yang 

terbagi dalam tiga Kabupaten yaitu kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan 

Manggarai Timur. 

Masyarakat Manggarai mayoritas beragama katolik dan agama Islam 

merupakan agama minoritas walaupun dalam sejarah Manggarai agama Islam 

merupakan agama yang lebih dulu ada di wilayah Manggarai. Islamisasi dimulai 

sejak 1626,  diinisiasi oleh pedagang dan penguasa Gowa-Tallo, Bugis dan Bima, 

sedangkan Kristenisasi dimulai 286 tahun setelah Islamisasi, yaitu 1912 digerakkan 

oleh para misionaris di bawah kendali kekuasaan politik pemerintahan Hindia 

Belanda
81

. Baik masyarakat Islam dan maupun katolik dalam pembagian waris masih 

melestarikan hukum waris berdasarkan adat. Hukum adat di dalam Islam atau dalam 

Ushul Fiqh dikenal dengan sebutan urf atau adat/kebiasaan. Adat atau urf tetap bisa 

dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan 

dapat diterima oleh akal sehat, serta  urf tersebut harus berlaku umum dan merata di 
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kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun di kalangan 

mayoritas warganya
82

.  

 Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara‟ didasarkan atas argumen 

argumen berikut ini: 

Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199 

َْفْوَ وَأْمُرْ  ُْرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَىِلِنَ  خُذِ الْ  بَِلْ
Terjemahnya:  

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.( Q.S.al-A'raf:199)
83

 

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan 

yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu sendiri ialah, yang dinilai 

oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak 

bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip 

umum ajaran Islam.  

Ucapan sahabat Rasulullah saw,, Abdullah bin Mas‟ud: 

 .فَمَاراَهَُ املُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُُوَ عِنْدَ اىللِ حَسَنٌ وَمَاراَهَُ املُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَ هُُوَ عِنْدَ اىللِ سَيِّئٌ 

Artinya  

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan 

sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”
84

. 
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Ungkapan Abdullah ibn Mas‟ud di atas baik dari segi redaksi maupun 

maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam 

masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga 

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan 

dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan 

kesempitan dalam kehidupan sehari-hari
85

.  

Hukum yang berdasarkan urf atau adat dapat berubah pada masa atau tempat 

tertentu. Oleh karena itu, urf ditinjau dari keabsahannya menurut syara‟ atau penilaian 

baik dan buruk, yaitu: 

a. Urf Shahih 

Urf Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku 

secara berulang ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.  

b. Urf Fasid (adat kebiasaan yang rusak) 

Urf Fasid adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, 

namun bertentangan dengan dalil-dalil syara‟, bertentangan kaidah-kaidah dasar yang 

ada dalam syara‟ termasuk
86

 

Berdasarkan penelitian pada masyarakat Muslim Desa Golo Kempo, 

Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 
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pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam 

Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan secara adat  yaitu adat 

Manggarai.  Sistem kewarisan adat Manggarai adalah sistem dan praktik penerusan 

dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli 

waris yang dilimpahkan kepada anak yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.  

Pembagian waris dalam adat manggarai anak laki laki merupakan ahli waris 

utama dan anak perempuan bukanlah ahli waris. Anak laki-laki yang dalam istilah 

adat Manggarai disebut dengan istilah ata one (orang dalam) secara hukum adat 

mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta 

persekutuan adatnya.  

Sedangkan anak perempuan yang disebut dengan istilah ata peang (orang 

luar) tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, 

harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah 

diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut   yang dalam 

istilah adat Manggarai dikenal dengan istilah wida atau dalam Islam disebut hibah.   

Namun Anak perempuan dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila ia tidak 

bersama dengan anak laki-laki. Dengan kata lain orang tuanya hanya mewarisinya 

saja. Selanjutnya kedudukan janda sebagai ahli waris hanya sebagai pemegang harta, 

namun apabila ia menikah lagi maka harta yang ada padanya akan berpindah tangan 

kepada anaknya yang laki-laki dan kedudukan orang tua dan saudara pewaris akan 

terhalangi sepenuhnya bila ia bersama dengan anak. (anak laki laki maupun anak 
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perempuan) dan janda. Dalam adat manggarai kedudukan anak angkat laki-laki  juga 

sama dengan kedudukan anak kandung.    

Pelaksanaan pembagian warisan dalam adat manggarai di Desa Golo Kempo 

tidak mengenal sistem kuantitatif sebagaimana dalam hukum Islam akan tetapi lebih 

mengenal sistem kualitatif . Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan 

diantara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah 

menunjukan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum 

pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada anak-anaknya 

tentang kedudukan harta kekayaannya, dengan menerapkan beberapa pola yaitu 

melebihkan bagian anak sulung, melebihkan bagian anak yang tungku cu.  

Aturan tentang pembagian waris untuk masyarakat muslim di Indonesia 

diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum 

Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial 

lokal Indonesia.
87

 

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat 

hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa 

dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan 

dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan 
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kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah 

hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat 

Islam Indonesia. 
88

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga 

persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang 

sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang 

kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 

214).
89

 

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta( Tirkah) pewaris (orang yang 

meninggal dunia)  menentukan siapa yang menjadi ahli waris (orang yang 

ditinggalkan) dan berapa besar bagiannya masing- masing. Menurut  Pasal 171 (c) 

Buku II KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
90

.  

Kelompok ahli waris yang terdapat dalam Pasal 174 KHI terdiri dari:  

1) Menurut hubungan darah: 
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a) golongan  laki-laki  terdiri  dari;  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman  

dan kakek. 

b) Golongan  perempuan  terdiri  dari:  ibu,  anak  perempuan,  saudara  perempuan  

dan nenek. 

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.  

Apabila  semua  ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya;  

anak, Ayah, Ibu, janda atau duda
91

. 

Peneliti menyimpulkan bahwa, ketika seseorang meninggal maka yang 

menjadi ahli waris ut ama adalah anak laki-laki dan anak perempuan, janda/ duda dan 

ayah dan ibu. Kedudukan kelima ahli waris tersebut tidak bisa dihalangi oleh ahli 

waris utama lainya karena bagian sudah ditentukan secara pasti oleh syariat, 

Sedangkan kedudukan pewaris lain seperti kakek, nenek dan saudara terhalangi 

dengan adanya pewaris utama.   

Kewarisan dalam kompilasi hukum Islam mengenal sistem kuantitatif.  

Bagian masing masing ahli waris sudah ditentukan secara pasti sebagaimana diatur 

dalam Kompilasi sebagai berikut. 

Pasal 176 

“Anak Perempuan bila hanya seorang saja ia mendapatkan separuh dan bila dua 

orang atau lebih ia bersama-sama dalam dua pertiga dan apabila bersama anak 

laki- laki maka bagian anak laki laki sama dengan dua berbanding satu dengan 

anak perempuan” 
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Pasal 180 

“Janda mendapatkan seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan 

anak dan bila meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan 

bagian.” 

Pasal 179 

“Duda mendapatkan separuh apabila pewaris meninggalkan anak dan apabila 

tidak meninggalkan anak , maka duda mendapatkan seperempat”. 

Pelaksanaan pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam adalah 

peralihan harta seseorang kepada orang lain setelah orang yang mempunyai harta itu 

meninggal dunia. Dengan kata lain proses terjadinya pewarisan semata-mata terjadi 

akibat dari kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih warisan jika 

pewaris masih hidup. Hal tersebut ditegaskan dalam asas kewarisan Islam yaitu asas 

ijbari (Asas kematian) yaitu kewarisan akan muncul apabila ada yang meninggal 

dunia.
92

 

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat perbedaan antara sistem pembagian 

waris adat Manggarai dan Kompilasi Hukum Islam.  Pertama, dalam pewarisan adat 

manggarai hanya mengenal laki-laki sebagai pewaris utama dan anak perempuan 

tidak memiliki hak waris kecuali jika ada sebab lain. Kewarisan dalam KHI tidak 

hanya terbatas pada anak laki-laki tapi juga sangat mengakui adanya hak waris 

terhadap anak perempuan yang diatur dalam Pasal 176 KHI yaitu anak perempuan 

mendapatkan 2 berbanding 1 dengan anak laki ,  bahkan bukan hanya pada anak 
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perempuan tetapi juga hak janda duda ibu dan bapak juga pada keturunan ke samping 

seperti saudara, kakek dan nenek.
93

   

 Kedua, Berbicara mengenai anak sebagai pewaris utama dalam adat 

Manggarai kedudukan anak angkat (laki-laki) dan anak kandung sama sebagai ahli 

waris.  Kompilasi   Hukum   Islam   menegaskan   bahwa,   antara   anak   angkat   

dengan   orang   tua angkatnya  tidak  ada  hubungan  kewarisan,  tetapi  sebagai  

pengakuan  mengenai  baiknya  lembaga pengangkatan  anak  tersebut,  maka  

hubungan  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkatnya dikukuhkan  dengan  

perantaraan  wasiat  atau  wasiat  wajibah.  Untuk membedakan dengan kedudukan 

ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat. Ketentuan   

menetapkan  bahwa  wasiat  hanya  dibenarkan  maksimal  sepertiga  harta yang  

dimiliki  si  pewaris.
94

 

Ketiga, Pelaksanaan pembagian waris dalam adat Manggarai pelaksanaanya 

seringkali terjadi semasa pewarisnya masih hidup. Hakikat dari pembagian warisan 

sebelum pewarisnya meninggal yakni untuk mempermudah dan memberikan 

kepastian pewaris tentang bagian untuk ahli warisnya, karena persoalan harta 

merupakan sesuatu yang sensitive. Dalam Hukum Islam harta yang bagi sebelum 

orang tua sebelum meninggal disebut hibah. Menurut Pasal 221 KHI Menyatakan 

hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
95

.   
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Keempat, Pembagian waris adat manggarai menggunakan sistem kualitatif 

dengan pola melebihkan bagian anak laki- laki yang tertua dan melebihkan bagian 

anak  laki- laki yang tungku cu. Dalam Kompilasi hukum Islam pembagian warisan 

dengan menerapkan sistem kuatitatif, bagian ahli waris ditentukan secara pasti.   

Masyarakat Muslim Desa golo kempo sangat mengetahui bentuk pembagian 

waris dalam Islam yang identik dengan pembagian 1:2. Namun demikian masyarakat 

Muslim Desa Golo Kempo masih melestarikan pembagian warisan secara adat. 

Menurut informan pembagian warisan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan agama 

Islam dan dilakukan secara hukum adat karena hukum kewarisan adat lebih dulu ada 

dibandingkan dengan hukum Islam. Kewarisan adat ini merupakan suatu adat yang 

diterima buktinya belum adanya sengketa yang disebabkan oleh praktek pembagian 

waris adat manggarai di Desa golo kempo.
96

.Menurut Bapak Ahmad Sudir 

pembagian waris menurut hukum Islam juga bisa dilakukan tergantung bagaimana 

kesepakatan para ahli waris.
97

 

Peneliti menyimpulkan bahwa, aturan adat Manggarai di Desa Golo Kempo 

tidak terlalu mengikat bahwa setiap masyarakat wajib untuk melaksanakan 

pewarisannya secara adat akan tetapi masyarakat Muslim di Desa Golo Kempo bisa 

memilih apakah menggunakan pembagian secara adat atau secara hukum Islam. 

Karena yang terpenting dalam suatu pembagian warisan adalah bagaimana caranya 

membagikan warisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik, sehingga yang 
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diutamakan adalah rasa persatuan kekeluargaan, rasa saling rela dan saling menerima. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga 

Pembagian warisan dalam adat manggarai identik dengan sistem kekeluargaan 

dengan menerapkan pola melebihkan bagian anak laki-laki tertua dan melebihkan 

bagian anak laki-laki  yang tungku cu dan anak perempuan tidak memiliki bagian 

waris. Pembagian seperti ini sesuai kedudukan setiap ahli warisnya yaitu anak 

diberikan lebih bagian waris karena  kedudukanya sebagai pemegang mandat atau 

pengganti orang tua dan anak laki laki yang tungku cu dilebikan bagian warisnya 

sebagai bentuk penghargaan karena menjaga silaturahmi keluarga tetap utuh.  

Berdasarkan wawancara informan terkait perempuan yang tidak memilik hak 

waris pertama, fatmawati seorang mahasiswi berpendapat bahwa, tidak merasa 

keberatan terhadap kewarisan adat manggarai yang mana pihak perempuan tidak 

memiliki hak waris sebab, tradisi itu sudah sangat mendara daging dan suatu 

kebiasaan adat yang diterima karena itu merupakan adat
98

. Menurut informan kedua 

hasmi berpendapat bahwa pembagian waris itu menurut saya sudah adil sebap anak 

perempuan pun akan mendapatkan warisan bersama suaminya apabila ia 

mendapatkan warisan lagi dari orang tuanya maka terjadi pendobelan.  Dan itu 

merupakan adat yang sudah turun temurun
99

 

Peneliti setuju dengan pendapat informan sebap konsep keadilan setiap orang 

itu berbeda – beda tergantung dilingkungan mana ia berada. Meski dalam aturan 
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 Wawancara melalui telepon terhadap  fatmawati pada tanggal 14 agustus 2022 
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 Wawancara terhadap hasmi mahasiswa pada Tanggal 14 Agustus  2022 
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waris adat pihak perempuan tidak diakui kedudukannya sebagai ahli waris, akan 

tetapi dalam aturan adat pihak perempuan dapat menikmati harta orang tua dengan 

cara meminta bagianya.atau orang tua dapat memberikan hartanya kepada anak 

perempuan melalui wida atau pemberian secara sukarela. Namun Harta yang 

diberikan itu tidak anggap harta waris melainkan harta pemberian.   

Peneliti dapat simpulkan bahwa, pembagian waris adat manggarai walaupun 

pihak perempuan tidak memiliki hak waris, nyatanya hal itu tidak merugikan pihak 

perempuan. Pihak perempuan menerima dengan sukarela keberadaan aturan adat. 

Dalam Kompilas Hukum Islam mengakomodir pembagian secara adat kebiasaan 

masyarakat yang di identik dengan sistem kekeluargaan  dan secara damai yang 

tertuang di dalam pasal 183 KHI yaitu sebagai berikut.  

 “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan setelah menyadari bagianya masing masing
100

” 

Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan 

berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para 

ahli waris.  Latar belakang munculnya pasal 183 KHI yang berkaitan dengan 

pembagian waris secara kesepakatan antara ahli waris merupakan suatu bentuk 

kompromi dengan hukum adat, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai 

hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al Qur‟an. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut 

telah tumbuh subur dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat 

Indonesia terutama pada masyarakat Manggarai khususnya di Desa Golo Kempo. 
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Selain itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu juga nyatanya membawa kemaslahatan, 

ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peneliti 

menyimpulkan bahwa, pembagian warisan dalam adat manggarai dalam tinjauan  

Kompilasi Hukum Islam dibolehkan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Sistem pembagian waris dalam adat manggarai yaitu pembagian warisan hanya 

dibagikan kepada anak laki laki yang menjadi ahli waris utama. Memberikan 

bagian kepada anak perempuan dengan cara wida ( memberi secara sukarela) . 

Pelaksanaan pembagian waris pembagian waris dalam adat manggarai tidaklah 

ditentukan pada saat pewaris tapi dapat juga dilakukan saat pewaris masih hidup. 

Hal ini didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat manggarai dimana si pewaris 

yang bersangkutan sudah mengalihkan harta warisan kepada ahli warisnya 

melalui berbagai pertimbangan. 

Pembagian waris dilakukan dengan beberapa pola yaitu pertama 

melebihkan bagian kepada anak -laki- laki tertua (anak sulung). Kedua 

Melebihkan bagian kepada anak laki-laki yang tungku cu (artinya anak laki laki 

yang menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya. Ketiga 

diberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara wida atau hibah.    

2. Tinjauan Kompilasi hukum Islam terhadap pembagian waris adat manggarai 

Kompilas Hukum Islam mengakomodir pembagian waris secara adat kebiasaan 

masyarakat yang di identik dengan sistem kekeluargaan  dan secara damai yang 
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tertuang di dalam pasal 183 KHI yaitu para ahli waris dapat melakukan 

pembagian warisan  secara damai setelah masing-masing menyadari bagianya. 

Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan 

berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian 

para ahli waris 

B. Saran  

1. Sistem pembagian waris adat Manggarai, agar mengevaluasi unsur keadilan dan 

kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara 

ahli waris yang benar benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat 

diterima benar benar rela dan ikhlas. 

2. Kepada Tokoh Adat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainya 

hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang kewarisan Islam sehingga 

ada sinkronnya yang lebih bagus antara kewarisan Islam dan kewarisan adat 

C. Impilkasi Hukum.  

1. Sistem hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem 

hukum waris Adat, sistem Hukum waris Perdata Barat dan sistem hukum waris 

Islam. Hukum waris dalam Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta 

peninggalan (Tirkah) Mawaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh para ahli waris serta tata cara 

pelaksanaan pembagian waris 
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2. Adat dalam hukum Islam dapat dijalakan dengan syarat adat tersebut berlaku 

umun dan merarata dikalangan warga atau sebagian besar warganya  yang berada 

adat   Pasal   183 KHI merupakan bentuk kompromi antara hukum adat dan 

hukum Islam  
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1. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam perwarisan adat Manggarai 

2. Bagaiaman pola pembagian harta warisanya  

3. Bagaiaman kedudukan ahli waris dalam perwarisan adat Manggarai 
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